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ABSTRAK 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (32) Nomor 26 
Tahun 2007 menyatakan bahwa izin pemanfaatan ruang adalah izin yang 
dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketentuan Perundang-
undangan. Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang 
akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang suatu kawasan atau zona 
berdasarkan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang di Kota Solok diatur 
dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Solok Nomor 14 tahun 2017 bahwa 
setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan 
tertentu terlebih dahulu harus memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Walikota 
atau pejabat lain yang ditunjuk. Namun faktanya dilapangan tidak sesuai karena 
masih ada masyarakat yang memanfaatkan ruang/tanah tanpa memiliki izin 
terlebih dahulu, dan masyarakat yang telah memiliki izin tidak memanfaatkan 
ruang/tanah tersebut sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Dinas 
Penataan Ruang Kota Solok. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) 
Bagaimana kesesuaian perencanaan peruntukan lahan pertanian di Kota Solok (2) 
Bagaimana proses pemberian izin pemanfaatan ruang untuk perlindungan lahan 
pertanian di Kota Solok (3) Bagaimana pengawasan izin pemanfaatan ruang untuk 
perlindungan lahan pertanian di Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan 
masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek 
penelitian dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada dilapangan, 
dengan didukung oleh data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan 
data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Masih ada masyarakat 
yang memanfaatkan tanah nya tidak sesuai dengan peruntukan lahan atau rencana 
pola ruang yang telah ditetapkan RTRW (2) Proses pemberian izin telah sesuai 
dengan aturan yang telah ditetapkan namun masih ada masyarakat yang 
memanfaatkan tanah tanpa memiliki izin dan tidak memanfaatkan izin sesuai 
dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Pemerintah (3) Pengawasan dan 
pemberian sanksi yang dilakukan pemerintah belum berjalan efektif dan optimal. 
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